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Abstrak

Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan
kesehatan. Sistem informasi kesehatan (SIK) dikatakan efektif apabila dapat memberikan dukungan
informasi sebagai proses pengambilan keputusan disegala jenjang. Evaluasi SIK bertujuan untuk memastikan
pelaksanaan SIK berjalan secara efisien dan mampu menghasilkan informasi yang berkualiatas. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil evaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan pada wilayah
kerja Dinas Kesehatan Pagar Alam. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi SIK dengan pendekatantools
Health Metrics Network (HMN). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan
mixed method. Subyek penelitian adalah 9 orang pengelola SIK di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Pagar Alam. Data yang digunakan diambil dari wawancara langsung dan observasi. Analisa data dilakukan
menggunakan pendekatan tools Health Metrics Network (HMN) versi 4.00. Hasil evaluasi sistem informasi
kesehatan terhadap enam komponen dalam instrument HMN adalah berada pada rentang 41-60% yang
artinya ada tetapi tidak adekuat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem informasi
kesehatan pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sudah berjalan cukup baik namun perlu
adanya peningkatan dalam pengelolaan manajemen data.

Kata Kunci : Evaluasi, SIK, HMN

Abstract

Data and information are strategic resources in health development and management. A health information
system is considered effective if it can give information support in a decision making process through all
levels. Health information system evaluation aims to ensure the efficiency of a health information system
and its ability to provide quality information. The study aimed to determine description of health information
system evaluation results in Pagar Alam Public Health Office. The study was carried on by using Health
Metric Network (HMN) as tools. The study is a descriptive evaluative design with mixed method approach.
The study subjects were 9 Health Information System workers in Pagar Alam Public Health Office. Study
data was collected by doing interview and observation. Data analysis was done by using Health Metric
Network (HMN) version 4.00. The result of health information system evaluation using six components
within HMN instrument was within the range of 41-60% which means that the system exists but inadequate.
The conclusion of this study is that health information system in Pagar Alam Public Health Office has been
carried on well enough, but requires improvements in its data management.
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Pendahuluan
Tantangan pembangunan kesehatan

menuntut adanya dukungan sumber daya yang
cukup, serta arah kebijakan dan startegi
pembangunan kesehatan yang tepat. Namun,
seringkali para pembuat kebijakan di bidang
kesehatan mengalami kesulitan dalm hal
pengambilan keputusan yang tepat karena
keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan
informasi yang akurat, tepat dan cepat. Data
dan informasi merupakan sumber daya yang
sangat strategis dalam pengelolaan
pembangunan kesehatan, yaitu pada proses
manajemen dan pengambilan keputusan
(Permenkes, 2015). Oleh karenanya dalam
pasal 168 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 dinyatakan bahwa untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang
efektif dan efisien diperlukan informasi
kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan adalah
seperangkat tatanan yang meliputi data,
informasi, indikator, prosedur, perangkat,
teknologi, dan sumber daya manusia yang
saling berkaitan dan dikelola secara terpadu
yang menyediakan dukungan informasi bagi
proses pengambilan keputusan, perencanaan
program kesehatan, monitoring pelaksanaan
dan evaluasi dalam mendukung pembangunan
kesehatan (Peraturan Pemerintah RI, 2014).
Penguatan SIK di Indonesia dilakukan dengan
mengembangkan model SIK nasional yaitu
SIK yang terintegrasi, yang menyediakan
mekanisme saling hubung antar sub sistem
informasi. Sistem Informasi Kesehatan
Nasional (SIKNAS) dibangun dari himpunan
atau jaringan Sistem-sistem Informasi
Kesehatan Provinsi dan SIK Provinsi
dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-
sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota
(Kemenkes, 2015).

Hasil evaluasi penilaian SIK yang
dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi
Kemenkes RI pada tahun 2007 dan tahun
2012 dengan menggunakan Health Metrics
Network (HMN) secara umum menunjukan
bahwa dari keenam komponen
pengeyelanggaraan sistem informasi
kesehatan di Indonesia yaitu sumber daya,
indicator sumber data, manajemen data,

kualitas data dan diseminasi dan penggunaan
data belum cukup memadai, terlebih lagi
untuk komponen manajemen data dapat
dikatakan masih kurang memadai. Berbagai
permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan sistem informasi kesehatan pada
kurun waktu itu. Tidak berhasilnya program
tersebut harus bisa menjadi acuan bagi
pembagunan kesehatan di Indonesia bahwa
SIK di Indonesia masih sangat perlu
ditingkatakan (Permenkes, 2015).

Evaluasi SIK bertujuan untuk memastikan
bahwa SIK berjalan secara efisien, mampu
mengumpulkan informasi yang relevan dan
berkualitas sebagai dasar pengambilan
keputusan oleh pemangku kebijakan.  Untuk
mengevaluasi SIK dalam rangka memperkuat
SIK di tingkat nasional, maka dibentuklah
Health Metricts Network (HMN) pada tahun
2005 yang merupakan hasil kesepakatan
global. HMN telah mengembangkan referensi
standar untuk pengembangan SIK yang
selanjutnya disebut HMN Framework.
Komponen dan standar yang mempengaruhi
kinerja dari SIK diantaranya adalah sumber
daya SIK, indikator, sumber data, manajemen
data, produk informasi, diseminasi dan
penggunaan data (Kemenkes RI, 2012).

Berdasarkan observasi yang telah
dilakukan, terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan sistem informasi
kesehatan pada Dinas Kesehatan Pagar Alam
yaitu masalah ketepatan waktu dan
ketanagaan sistem informasi kesehatan yang
belum sesuai dengan kompetensinya. Hal ini
terlihat dari rekapitulasi laporan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah pada Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam bulan Februari
Tahun 2021 bahwa puskesmas yang
mengirimkan laporan bulanan tepat waktu
hanya 14,28% (1 puskesmas dari 7
puskesmas). Berdasarkan kondisi dan
permasalahan tersebut tentunya akan
berpotensi menyebabkan terganggunya
pelaksanaan SIK pada Dinas Kesehatan Pagar
Alam. Hal ini menjadi alasan untuk kemudian
dilakukannya evaluasi dalam sistem informasi
kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pagar
Alam sebagai upaya dalam peningkatan
kualitas data kesehatan yang diharapkan dapat
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menjadi langkah penting untuk meningkatkan
mutu kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah

deskriptif evaluatif, yaitu mengambarkan
penyelengaraan SIK di Dinas Kesehatan Kota
Pagar Alam dan mengevaluasi
penyelenggaraan SIK dengan menggunakan
standar yang ditentukan dalam HMN. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mixed method. Objek penelitian ini adalah
pelaksanaan sistem informasi kesehatan di
Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Subjek
atau informan dalam penelitian adalah
pengelola sistem informasi kesehatan di
wilayah kerja Dinas Kesehatan sebanyak 9
orang. Cara pengumpulan datanya adalah
dengan pengisian form HMN, wawancara
mendalam dan observasi. Analisa data
dilakukan dengan menggunakan Assessment
Tool HMN versi 4.00.

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Hasil penelitian ini mengenai gambaran
pelaksanaan sistem informasi kesehatan di
Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan
metode Health Metric Network (HMN) yang
terdiri dari informasi mengenai komponen
sumber daya, indikator, sumber data,
manajemen data, produk informasi,
diseminasi dan penggunaan informasi.
Formulir HMN yang telah diisi oleh 9 petugas
SIK di wilayah Dinas Kesehatan Kota Pagar
Alam, kemudian dianalisis dengan metode
HMN menggunakan Assessment tool HMN
versi 4.00. Hasil evaluasi SIK menggunakan
Health Metrics Network (HMN) secara umum
menunjukan bahwa dari keenam komponen
pengeyelanggaraan sistem informasi
kesehatan di Indonesia yaitu sumber daya,
indicator sumber data, manajemen data,
kualitas data dan diseminasi dan penggunaan
data belum cukup memadai atau berada dalam
kategori ada tetapi tidak adekuat. Berikut
hasil analisis SIK Dinas Kesehatan Kota
Pagar Alam dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Evaluasi SIK Dinkes Kota Pagar
Alam tahun 2021

No Kategori Presentase
1. Sumber Daya SIK 54%
2. Indikator SIK 52%
3. Sumber Data SIK 54%
4. Manajemen Data

SIK 51%

5. Produk Informasi 48%
6. Diseminasi dan

Penggunaan
Informasi

51%

Total 52%

Pembahasan
Hasil evaluasi sistem informasi kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
berdasarkan enam komponen dari pendekatan
Health Metric Network (HMN) menunjukkan
hasil sebesar 52% yaitu berada dalam kategori
ada tapi tidak adekuat. Berikut hasil evaluasi
masing-masing komponen sistem informasi
kesehatan di Dinas Kesehatan adalah sebagai
berikut: Keberhasilan pelaksanaan suatu
sistem bergantung pada sumber daya yang
mendukung sistem tersebut. Sumber daya SIK
yang dievaluasi dalam penelitian ini ada tiga
sub komponen yaitu kebijakan, sumber daya
manusia dan pendanaan serta infrastruktur.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara
pada saat penelitian, komponen sumber daya
yang terdapat di Dinas Kesehatan Kota Pagar
Alam dalam pelaksanaan sistem informasi
adalah sebesar 54% (ada tapi tidak adekuat).
Hasil evaluasi untuk subkomponen kebijakan
adalah sebesar 48% (ada tapi tidak adekuat),
yang artinya Dinas Kesehatan tetap
berpedoman terhadap kebijakan yang ada
meskipun berdasar atas kebijakan secara
nasional. Dinas Kesehatan Pagar Alam belum
memiliki kebijakan khusus tentang
penyelenggaraan SIK, namun tetap
berpedoman terhadap regulasi/ kebijakan SIK
yaitu PP No. 46 Tahun 2014. Hal ini seperti
yang disampaikan oleh Kasubbag PIH Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam berikut ini.

“…Kebijakan SIK di Pagar Alam belum ada,
tetapi yang jelas kan tetap mengikuti
kebijakan nasional yang ada seperti PP No.
46 Tahun 2014..”
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Hasil evaluasi sumber daya manusia dan
pendanaan SIK adalah sebesar 54% (ada tapi
tidak adekuat), hal ini berarti belum cukup
memadai. Dari segi kualitas pengelola SIK
masih sangat kurang memadai karena
minimnya anggaran untuk peningkatan
kapasitas pengelola SIK, hal ini juga
disebabkan karena pengelola SIK juga
merupakan Ka.TU puskesmas sehingga
memiliki banyak jobdesk yang membuat
penyelenggaraan SIK tidak bisa optimal.
Anggaran yang tersedia untuk SIK belum
cukup memadai hal ini dikarenakan adanya
refocusing / pemangkasan anggaran karena
anggaran difokuskan untuk penanggulangan
covid-19. Sebagaimana yang disampaikan
oleh informan berikut ini :

“….Kami di puskesmas itu bisa dibilang
kekurangan pegawai jadi mau tidak mau
memang banyak petugas punya double
jobdesk, seperti saya contohnya pengelola
SIK iya, pengelola aspak iya, Ka. TU juga
saya….“
“....Penganggaran khusus untuk SIK itu kami
sudah anggarkan melalui APBD maupun
APBN, namu memang seringkali terjadi
defisit anggaran sehingga penganggaran SIK
tidak bisa terakomodir sepenuhnya, apalagi
dimasa pandemic corona sekarang semua
anggaran dipotong / mengalami refocusing
sehingga anggaran pemerintah
diprioritaskan untuk penanganan dan
penangulangan covid….”.

Hasil evaluasi subkomponen infrastruktur
pendukung SIK adalah sebesar 57 % (ada tapi
tidak adekuat), hal ini menunjukan bahwa
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaran SIK yang belum optimal.
Semua puskesmas sudah memiliki laptop dan
computer, namun masih ada beberapa
puskesmas yang menggunakan PC/ laptop
bersamaan dengan unit lain di puskesmas
sehingga pembuatan atau perekapan laporan
menjadi agak terhambat. Selain itu kendala
jaringan internet juga menjadi hambatan
dalam penyelenggaran SIK, karena ada 2
puskesmas yang bisa dibilang masuk dalam
daerah pedesaan yang memiliki jaringan
internet yang kurang baik, seperti yang
disampaikan oleh Kasubag PIH berikut ini:

“…Sarana pendukung SIK pada Dinkes
secara keseluruhan bisa dibilang belum cukup

memadai karena masih ada beberapa
puskesmas yang menggunakan laptop
bersamaan dengan unit lainnya, namun untuk
konenksi internet semua puskesmas sudah
punya koneksi internet walaupun ada
beberapa puskesmas yang jaringan
internetnnya belum cukup baik seperti
puskesmas pengaringan….“.
Hasil penilaian terhadap indikator SIK

adalah dalam kategori ada tetapi tidak adekuat
yaitu dengan persentase 52%.  Artinya bahwa
indikator yang ditetapkan telah sesuai dengan
indikator kesehatan yang ditetapkan oleh
kementerian kesehatan dan berdasarkan pada
PP Nomor 46 Tahun 2014 tetapi terdapat
pelaporan indikator yang tidak tepat waktu
dilaporkan.

Penilaian terhadap komponen sumber data
SIK adalah sebesar 54 yaitu berada dalam
kategori ada tapi tidak adekuat, artinya
sumber data yang didapatkan belum cukup
memadai. Sumber data SIK sebagian besar
berasal dari pencatatan kesehatan dan
penyakit dan pelayanan kesehatan. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan sumber
data menjadi kurang memadai yaitu belum
tersedianya pemilahan data dan belum adanya
pemetaan terhadap populasi beresiko serta
belum dilakukannya pengecekan kelengkapan
dan konsistensi atas data yang diterima.

Manajemen data SIK masuk dalam
kategori ada tetapi tidak adekuat yaitu dengan
persentase 51%. belum cukup memadai.
Prosedur tertulis untuk pengelolaan data yang
meliputi pengumpulan data, penyimpanan,
analisis dan penyajian belum tersedia dalam
bentuk SOP pada tingkat daerah dan
puskesmas, sebagaimana yang disampaikan
oleh informan berikut ini :

“….SOP yang terkait manajemen data
dalam pelaksanaan SIK sampai saat ini
belum tersedia di Dinkes Pagar Alam,
namun untuk panduan dalam penggunaan
aplikasi yang dipakai dalam pelaksanaan
SIK itu sendiri sudah ada sesuai dengan
buku manual/pedoman dari Kemenkes
…”.

Pengelolaan manajemen data tentunya
masih belum optimal, hal ini dikarenakan
belum tersedianya tempat penyimpanan
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khusus laporan kesehatan di puskesmas
ataupun di Dinas Kesehatan.

Hasil penilaian produk informasi SIK
adalah sebesar 48% yaitu berada dalam
kategori ada tapi tidak adekuat, artinya masih
belum optimal. Evaluasi pada komponen
produk informasi dilakukan pada indikator
mortalitas, morbiditas dan faktor resiko
dengan melakukan penilaian terhadap metode
pengumpulan data yang meliputi ketepatan
waktu, periodesitas, konsistensi, keterwakilan
dan pemilahan. Berdasarkan observasi dan
hasil wawancara didapatkan informasi bahwa
sebagaian besar puskesmas tidak tepat waktu
dalam pengumpulan laporan, data yang
diberikan terkadang tidak konsisten serta
masih ada beberapa data yang tidak dilakuan
pemilahan seperti jenis kelamin dan umur.
Seperti yang disampaikan oleh informan
berikut ini:

“….dari 7 Puskesmas yang ada biasanya
hanya 1 puskesmas yang tepat waktu dalam
pengumpulan laporan, mungkin karena
jarak dan pengelola SIK yang juga
merangkap menjadi Ka. TU sehingga
memiliki jobdesk yang banyak dari
puskesmas masing-masing….”
“….Karena laporan yang kita kumpulkan
setiap bulan ke Dinas Kesehatan itu kan
data nya banyak dan bersumber dari
beberapa pengelola yang ada di puskesmas
jadi sering terlambat untuk mengumpulkan
laporan...”.

Hasil evaluasi pada komponen diseminasi
dan penggunaan informasi SIK Dinkes Kota
Pagar Alam adalah sebesar 51% yaitu berada
dalam ketegori ada tapi tidak adekuat, yang
artinya penyebaran informasi kesehatan sudah
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan meskipun
belum cukup optimal. Kebutuhan akan data
dan informasi SIK yang lengkap, tepat waktu
dan akurat sangatlah penting dalam
pertimbangan pengambilan keputusan.
Namun karena ketersediaan data yang ada
belum cukup optimal sehingga akan
berpengaruh pada penggunaan data itu
sendiri. Penggunaan informasi pada Dinas
Kesehatan dimanfaatkan sebagai bahan
evaluasi dari setiap program, seperti yang
disampaikan informan berikut ini :

“ …data dan informasi yang ada, misalnya
laporan-laporan ataupun berupa profil
kesehatan itu biasanya digunakan untuk
bahan evaluasi baik itu ke program
ataupun ke puskesmas-puskesmas….”
“….Penggunaan informasi itu lebih sering
digunakan hanya untuk kepentingan
pelayanan kesehatan atau monitoring, kalo
terkait perencanan alokasi penganggaran
itu sepertinya jarang digunakan….”
“….Website Dinkes kan masih baru jadi
belum banyak data dan informasi yang
tersedia pada website, masih sebatas
informasi tentang data covid saja, yah
mudah-mudahan tahun ini kami bisa
maksimal dalam penyediaan informasi
yang nantinya mungkin bisa dimanfaatkan
stakeholder terkait…”.

Dalam penyebaran informasi, Dinas
Kesehatan sendiri sudah memiliki website,
namun tidak semua informasi yang ada
tersedia dalam website dan belum bisa
diakses oleh masyarakat luas. Penyebaran
informasi ini bisa dibilang belum cukup
maksimal. Penyebaran informasi masih
sebatas pembagian profil kesehatan kepada
instansi-instansi terkait.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Hasil evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan
sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kota Pagar Alam dengan menggunakan motede
Health Metric Network (HMN) adalah sebesar
52% yaitu masuk dalam kategori ada tapi
tidak adekuat. Hasil penilaian komponen
sumber daya SIK adalah sebesar 54%
termasuk dalam kategori ada tapi tidak
adekuat. Hasil penilaian komponen indikator
SIK adalah sebesar 52% termasuk dalam
kategori ada tapi tidak adekuat. Hasil
penilaian komponen sumber data SIK adalah
sebesar  5%  termasuk dalam kategori ada tapi
tidak adekuat. Hasil penilaian komponen
manajemen data SIK adalah sebesar 51%
termasuk dalam kategori ada tapi tidak
adekuat. Hasil penilaian komponen produk
informasi SIK adalah sebesar 48% termasuk
dalam kategori ada tapi tidak adekuat. Hasil
penilaian komponen diseminasi dan
penggunaan informasi SIK adalah sebesar
51% termasuk dalam kategori ada tapi tidak
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adekuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
informasi kesehatan berbasis HMN pada
Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sudah
berjalan namun masih terdapat berbagai
hambatan seperti lemanya kebijakan SIK,
kuantitas dan kualitas SIK yang kurang
memadai, rendahnya penganggaran khusus
SIK, kurangnya pemantau atau evaluasi
sehingga perlu dilakukan berbagai upaya
dalam penyelenggaran sistem informasi
kesehatan agar dapat menghasilkan suatu
informasi yang berkualitas.

Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka

agar penyelenggaran sistem informasi
kesehatan dapat berjalan dengan baik perlu
dilakukan berbagai upaya. Perlunya
perencanaan yang matang mulai dari
menyusun kegiatan SIK ke dalam rencana
strategi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan
perlu merumuskan kebijakan ataupun
peraturan daerah khusus tentang
penyelenggaraan SIK yang tetap berpedoman
pada PP No.46 Tahun 2014. Dalam hal SDM,
perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas
pengelola SIK melalui pendidikan dan
pelatihan, sumber daya juga harus
dikhususkan untuk penyelenggaran SIK agar
pengelola tidak memiliki kerja ganda dengan
kegiatan lainnya. Penyediaan sarana dan
prasarana pendukung penyelenggaraan SIK
sangatlah dibutuhkan dalam mempermudah
pelaksanaan SIK. Dinas Kesehatan perlu
meningkatkan pengelolaan data agar
pengumpulan data dapat dengan tepat waktu,
melalui pembuatan feed back / umpan balik
atas data yang diterima. Pentingnya suatu
evaluasi terhadap penyelenggaran SIK
sebagai bahan penilaian untuk perbaikan
kedepan.
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